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Editoriat

Dr. Al Abdurrahman, S.H., M.H.

Dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah
perubahan terdapat perbedaan sistematika sebagai berikut: 1) jumlah 16 Bab
menjadi 21 Bab; 2) jumlah 37 Pasal menjadi 73 Pasal; 3) 65 ayat menadi 195 ayat;
4) 4 Pasal Aturan Peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan; 5) 2 Ayat Aturan
Tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Adapun ketentuan yang tidak/belum
terkenaltersentuh perubahan di antaranya:

1. Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibanty oleh satu orang Wakil Presiden;

2. Pasal 10 (Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara);

3. Pasal 12( Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang)

4. Pasal 22 (Perpu);

Pasal 35 (bendera);
6. Pasal36 (bahasa).

o

sebaganya ditetapkan dengan undang-undang”. Namun demikian muncul Pasal
28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Demikian pula tidak ada
perubahan terhadap Pasal 29 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Tetapi muncul juga Pasal 28E ayat
(1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat -menurut
agamanya’.

menjadi UUD 2002, Di samping itu disebutkan larangan perubahan terhadap Pasal
37ayat(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia,
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Chamber I: Konstitusi dan Konstitusionalisme

APAKAH ANDA DILAYANI:
HAK-HAK PROSEDURAL DAN PELAYANAN PUBLIK

Susi Dwi Harijanti’

Abstrak

Perubahan paradigma governance yang terjadi pada akhir 1990-an
- mengakibatkan relasi antara negara atau pemerintah dengan warga
Negara mengalami perubahan. Hal ini sangat dirasakan dalam bidang
pelayanan publik sebagai salah satu fungsi dasar negara modern. Harapan
asyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh
ara atau pemerintah bergeser. Semula sebagai penerima yang bersifat
5if menjadi penerima yang aktif dalam arti dapat melakukan “‘gugatan”
| pelayanan tidak memadai. Perubahan lain berkenaan dengan
Sebelum tahun 1990-an pelayanan
Ik dilakukan oleh institusi atau lembaga pemerintah. Dengan alasan
0nsi, negara atau pemerintah melakukan privatisasi pelayanan publik.
Agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan
dibutuhkan maka keberadaan hak-hak prosedural menunjukkan
Jaminan konstitusional terhadap hak-hak prosedural ini, khususnya
rkaitan dengan administrasi yang baik. Di Indonesia UUD 1945
ongatur jaminan konstitusional secara komprehensif, khususnya
administrasiyang baik.
rds: hak-hak prosedural, hak atas administrasi yang baik,
publik

huluan

I\ Ini terinspirasi oleh sebuah judul buku ‘Are You Being Served:
, Govemance' yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan
Vi dan Patrick Wellar.2 Para kontributor artikel dalam buku ini

) LLM, PhD (The University of Melbourne). Dosen Hukum Tata Negara FH
I Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad

Patrick Wellar (eds), Are You Being Served: State Citizens, Governance,
2001,
J
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